
 

 

 
 

 
 

 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 
NOMOR  20  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 97 TAHUN 
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 
 

Menimbang :    a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa dan untuk mendukung Program Padat Karya 

Tunai (cash for work), perlu dilakukan perubahan 

tahapan Penyaluran Dana Desa; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 

Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 97 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

226/PMK.107/2017 tentang Perubahan Rincian Dana 

Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2018; 

34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa; 

36. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2016 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

37. Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Tahun Anggaran 2018; 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 97 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal I 

 
Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batu 

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 9 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 

RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling 

lama minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% 

(dua puluh perseratus); 

b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling 

lama minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% 

(empat puluh perseratus); dan 

c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% 

(empat puluh perseratus). 

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

diterima di RKUD. 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan oleh Walikota. 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah 

APBDes ditetapkan dan ketentuan lain 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota 

Batu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

 
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 menjadi 

sebagai berikut: 
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Pasal 13 
 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan pencapaian output Dana Desa 

setiap tahap penyaluran kepada Walikota. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan paling lama tanggal 7 Februari tahun 

anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan 

paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran 

berjalan; 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 

setelah batas waktu penyampaian laporan 

sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4), Kepala Desa dapat menyampaikan  

pemutakhiran capaian output kepada Walikota 

untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 

pada aplikasi software. 

(6) Walikota dapat mendorong proses percepatan 

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 menjadi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 14 
 

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam 

hal:  

a. Walikota belum menerima dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); 

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 

puluh perseratus); dan 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh 

aparat pengawas fungsional. 
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(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 

anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD 

tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa 

yang akan disalurkan pada tahap II penyaluran 

Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan 

Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di 

RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 

besar dari 30% (tiga puluh perseratus), 

penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 

dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak 

disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 

kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas 

fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 

atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 

dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) disampaikan kepada Walikota dengan 

tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA 

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum 

batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9.  

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 menjadi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 15 

 
(1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang 

ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya kurang dari atau sama dengan 

30% (tiga puluh perseratus); dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas 

fungsional daerah. 



 

Halaman 9 dari 14 hlm… 
 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak 

dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa 

Dana Desa di RKUD. 

(3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik 

dan dana Desa. 

(4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa 

yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang 

ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling lama akhir bulan November 

tahun berjalan dan agar dianggarkan kembali 

dalam rancangan APBDes tahun anggaran 

berikutnya. 

(5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa 

di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum 

disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan 

akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, 

sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai 

pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II 

dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 

penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni 

tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan 

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II 

yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 

kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa paling lama minggu ketiga 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana 

Desa tahap II dari Walikota, Kepala KPPN selaku 

KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum 

disalurkan ke RKUN ke RKUD paling lama bulan 

Juni tahun anggaran berjalan. 

(9) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan 

permintaan penyaluran Dana Desa tahap II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana 

Desa tahap II yang belum disalurkan RKUN ke 

RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran 

lebih pada RKUN.  
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5. Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 

97 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018, 

sebagai berikut: 

- mengubah penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  16   Maret 2018 
 

WALIKOTA BATU, 
 
 

ttd 
 

 
DEWANTI RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal       16 Maret     2018 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ALWI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR  20/A 
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PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 
 

ttd 
 
 

DEWANTI RUMPOKO 

 

  

NO KECAMATAN/DESA DANA DESA 

I Kecamatan Batu 
 

1 Desa Sumberejo 926.917.000,00 

2 Desa Oro-Oro Ombo 1.316.219.000,00 

3 Desa Sidomulyo 1.037.824.000,00 

4 Desa Pesanggrahan 1.153.470.000,00 

II Kecamatan Bumiaji 
 

5 Desa Punten 858.951.000,00 

6 Desa Gunungsari 1.419.359.000,00 

7 Desa Tulungrejo 1.494.957.000,00 

8 Desa Sumbergondo 1.078.899.000,00 

9 Desa Pandanrejo 1.008.051.000,00 

10 Desa Bumiaji 1.095.793.000,00 

11 Desa Giripurno 1.663.700.000,00 

12 Desa Bulukerto 1.113.442.000,00 

13 Desa Sumberbrantas 1.010.239.000,00 

III Kecamatan Junrejo 
 

14 Desa Beji 977.967.000,00 

15 Desa Junrejo 1.160.656.000,00 

16 Desa Tlekung 931.080.000,00 

17 Desa Mojorejo 890.854.000,00 

18 Desa Pendem 1.149.851.000,00 

19 Desa Torongrejo 1.059.265.000,00 

JUMLAH 21.347.494.000,00 

Lampiran I Peraturan Walikota Batu 

 Nomor :   20  Tahun 2018        
 Tanggal :   16 Maret    2018 
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